PERATURAN PEMERNTAH AEPUBLIK INDONKESIA
NOMOR 32 TAHUN 1950
. T=NTANG
PENGHAFUSAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YOGYAKARTA DAN
< JAWATAN URUSAN UMUM PLGAWAI JABAKRTA SERTA PIMBEN-
TUKAN KANTOR URUSAN PEGAWAL YANG BAHARU

PRESIDER REPUBLTK INDONESIA,

Menimbeng : bahwa berhubung dengan terbentuknys Negsra Kesatusn Re-
publik Ind.nesim dianggep perlu untuk memusatkan urusan

kepegawaisn yeng hingga sekarang diselenggarakan odeh
Kantor Urusan Negawal di Yogyakarta dan Jawatan Urusan

lioum Fegawal di Jakarta g
Mengingat : pasal 98 Undang-utideng Dasar Sementara Republik Indone-
ala ; ;

Mendengar i pertimbangan Dewan Menteri dalam sldangnys ke 15 pada
tanggal 7 Nopember 1950 3

MEMUTUS ¥ AN 3

Dengan . _ reucabut segala peraturan yang bertentangan dengan pera
tursn in., menetapken peraturan sebagal berikut i '

Pasal 1

1. Kantor Urusan Pegawai di Yogyakarta dan Jawatan Urusen Umum Paguwai
di Jakarta (serta kantor-kantor cabangnya) dihapuskan dan semua tu
gas kewnjiban, pegawai-pegawal dan peralatan-peralatan kedua Xkan-
tor tersebut dimasukkan dalam Kantor Urusan Pegawail yang dibentuk
dengan peraturan ini, dan berkedudukan ditempat keduduksn Femerin-

tah. -
2, Yantor ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang langsung dibawsl .
perintah dari dan bertanggung Jaweb kepads Perdana Menteri .,

3. Pslam menjalankan tugasnya Xepela Kentor ini dibantu oleh seorang
{epala Muda. |

Pasal 2
Lapangan kKerJjs Kantor Urusan legawal ialah :
a. Merencanaskan peraturan-peraturan mengenail kepegawalan peda umumnys,.

b. mengamat-amati agar supaya peraturan-peraturan mengenal socal kugg;
gawaian oleh instansi-inatensi yang bersangkuten dijalankan dengan
setepat-tepatnya,
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Dengan . soencabut segala peraturan yang bertentangan dengan pera
turan in., menetapkan peraturan sebagal berikut
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Fasal 1

Kantor Urusan Pegawai di Yogyskarta dan Jawatan Urusen Umum Pegawal
di Jakarta (serta kantor-kantor cabangnya) dihapuskan dan seoua ty
gas kewajiban, pegawai-pagawail dan peralatan-peralaten kedua kan-
tor tersebut dimasukkan dalem Kantor Urusan Pegawal yang dibemtuk

dengan peraturen ini, dan berkedudukan ditempat keduduken Pemerin-

tah,

vantor ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang langsung dibawsh = - -
perintah dari dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri .- '

Delam menjalankan tugasnya Xepalae Kantor ini dibantu oleh seorang
Xepala Muda,

Pasal 2

Lopangan kerJja Kentor Urusen Pegawal ialah :

8.

Merencanakan peraturan-peraturan mengenal kepegawaisn pada umasanya,

b. mengamat-amati agar supaye peraturan-~peraturan mengenail soal kepe-

gawalan oleh instansi~instansi yang bersangkutan dijalankan dengan
setepat-tepatnya.
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¢. menyelenggarakan koordinasi darl hel kedudukan dan gaji Pegawal

Negeri yang penyelesaiannya termasuk dalam lingkungan kekuasaan
Kementerian dan Badan Pemerintah lain,

d. menyelenggarakan pemberian pensiun dan tunjangan semacam itu,

e¢. mengadakan hubungan dengan serikat-serikat sekerja Pegawai Nege
ri. |

f. pengawasan atas pengangkatan tenaga~tenaga yang didatangkan da-
ri luar Indonesia untuk jabatan-jabatan Pemerintah dan penyeleng
garaannya,

FPasal 3

Dari hal ichwal soal kepegawaian Kepala Kantor Urusan Pegawai di-
perbolehkan mengadakan surat menyurat langsung dengan pembesar-
pembesar yang bersangkutan,

Pasal L

Kepala Kantor Urusan Pegawal diperbolehkan mengadakan petunjuk-pe-
tunjuk mengenal soal kepegawaisn berdasarkan atas peraturan-pera~
turan yang telah ditetapkan dan dimana perlu menyampaikan tegoran-
tegoran agar segala sesuatu dilakukan menurut peraturan~peraturan -
itu,

Pasal 5

1. Dalam menjalankan kKewajibannya Kepala Kantor Urusan Pegawali dan
Pegawal-pegawal Kantor ini yang ditunjuk olehnys diberi kekuasa
an mendatangl Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Ba ~
dan-badan Pemerintah lainnya, untuk minta keterangan-keterangan

yang diperlukan cleh Kantor tersebut, dan dimana perlu mengada-
kan pemeriksaan pula stas surat-surat putusan kepegawailan,

2. Atas permintaan Kepalas Kantor Urusan Pegawal dan pegawai—pega -
wai,;grmggsnd dalsm ayat satu: (1) diatas.{ni, setiap Kementeri-
an.f‘_ +an ydan Badan Pemerintah lainnya diwajibkan memberikan
kepada mereka itu segala keterangan baik dengan lisan maupun
dengan tertulis yang diperlukan oleh' Kantor ‘Urusan Pegawsai.

Pasal 6
1. Jika ada perselisihsn pesham antara Menteri dan Kepala Xantor

Urusan Pegawgl dalam hal menafsirkan steu menjalankan suatu
peraturan yang khusus mengenal kepegawaian, maka hal ini di-
putuskan oleh Perdana Menteri,

2- L. .Y
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2. Sebelum ada Keputusan Perdana Menteri, ﬁaka kepu..
pendapat Kepala Kantor Urusan Pegawal tetsp berlaku.
Pasal 7
Pekerjaan-pekerjaan yang tidak disebut dalam pasal 2 peratur-:"
an ini, yang hingga sekarang dilakukan oleh Kantor dan Jawat-

an tersebut dalam pasal 1, untuk sementara waktu dilanjutkan _
oleh Kantor Urusan Pegawai yang dibentuk menurut peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulal berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai tanggal 1 Nopember 13950,

Agar supaya setlap orang dapat mengetahuimya, memerintah-

kan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1950

PRESTDEN R:XPUBLIK INDONESIA,
Diundangkan

pada tanggal 16 Desember 1950 ttd.

MENTERT KEHAKIMAN SOEKARNGO

ttd.

WONGSONEGORO
PERDANA MSNTFRI

WUHAMAD  NATESIR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMCR 75.
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d. Mulai berlakunya peratursn ini, maka pemberian pensiun dan
tunjangan semacam itu, yang hingga saat itu diselenggarakan
oleh instansi-instansi lain, mendadi kewajiban K.U.P.

e, Cukup Jelas,
f. Cukup Jelss.

T'asal 3
Jelas,

Pasal L
jelas,

Yagsal 5
Jelas,

Fasal 6
a2las,

Pasal 7

keadaan baru dewass ini, muka beberapa usaha yang menjadi kewa-
b.U.U.FP. sejak penyershan kedazulatan menjadi usaha-usaha yang

termasuk dalam kekuasaan mosing-masing benteri atau Badan Femeriatah

lain,

sementara usaha itu belum diserahkan/dioper oleh rasing=-nasing

Kementerian mpake K.U.i. melanjutkannya.

Tarehnmad LoBARAR HUGARA (U PULLIK LHLONLSTA 600t 67,



